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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri

Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158
Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi)

) Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- Ba B Be

< Ta T Te

& Sa S Es dengan titik di atas
d Ja J Je

C Ha H Ha dengan titik di bawah
¢ Kha Kh Ka dan Ha

3 Dal D De

3 Zal Z Zet dengan titik di atas
J Ra R Er

3 Zai Z Zet
o Sin S Es
U Syin Sy Es dan Ye
%) Sad S Es dengan titik di bawah
ol Dad d De dengan titik di bawah
b b T Te dengan titik di bawah
b Za z Zet dengan titik di bawah
& ‘Ain ‘ Apostrof terbalik

& Ga G Ge

< Fa F Ef

3 Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

Jd Lam L El

A Mim M Em

O Nun N En

K] Waw W We

® Ham H Ha

& Hamzah ‘ Apostrof

S Ya Y Ye




Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal
bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya

adalah sebagai berikut :

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi)
| Fathah A A
J Kasrah I I
| Dhammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi)
(s fathah dan ya Al adani
5 kasrah dan waw Au adanu
Contoh :
u:\S - kaifa bukan kayfa
ds®  :haula bukan hawla

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf J' (alif lam
ma’arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh :

2 a/:,‘i\
Id)bj\ - al-zalzalah  (bukan az-zalzalah)

AL : al-falsalah

:al-syamsu  (bukan asy-syamsu)
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SUW al-biladu

4. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab Aksara Latin
Harakat Huruf Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi)
P fathah dan alif, A a dan garis di atas
fathah dan waw
S kasrah dan ya I i dan garis di atas
Lg.;;f;;. dhammah dan ya U u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garus lengkung seperti
huruf v yang terbalik, sehingga menjadi &, 1, 4. Model ini sudah dibakukan dalam

font semua sistem operasi.

Contoh :
Sl > mata
<) ramé

Sy yamatu
5. Ta Marbdatah
Transliterasi untuk ta marbQtah ada dua, yaitu ta marbdtah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t).
Sedangkan ta marb(tah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbdtah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbdtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh :

Jak¥lday))  : raudah al-afal

alalall 45aall  : al-madanah al-fagilah
a5l : al-hikmah
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6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (<), maka dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :
&) . rabband
LS : najjadénad

dﬂ‘ - al-haqq
ééj\ . al-hajj
a;:' . nu’ima
;35 : ‘aduwwun

Jika huruf < bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (i), maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (a).

Contoh :

LA‘— : ‘ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)
f}uﬁ . ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku
bagi huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf
hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab
ia berupa alif.
Contoh :
Q}}ZE . ta’murdna
2}-‘5\ :al-nau’
;L;:-“ s syai’un
:—*)Ai s umirtu
8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
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kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata hadis,
sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari

satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran,
namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya
yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali jika
merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :
Fi al-Qur’an al-Karim

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz Aljalélah (&)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mugdaf ilaih (frasa nominal) ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.

Contoh :

Lo Se A
A& (py dinullah

M

AL billah

Adapun ta marbdtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah ditransliterasi dengan huruf (t).
Contoh :

Al das)) A

°

&b hum ff rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital,
tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang

Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal



nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut
menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf
awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis

dalam teks maupun dalam catatan rujukan.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN
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“Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang al-Quran
dan Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang
dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan
hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman
Allah)” (Q.S. Al Bagarah [2]: 269)

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Abah dan Ibu tercinta yang telah berusaha
untuk membesarkan serta memberikan pendidikan
hingga sampai pada Perguruan Tinggi.
Untuk istri tercinta

yang telah memberikan dukungan yang luar biasa.
Almamater tercinta Program Pascasarjana

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
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ABSTRAK

Moh. Amirulhag, 2024, Wasiat wajibah untuk Ahli Waris Beda agama dalam
Perspektif Teori Sistem Jasser Auda. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga
Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, Pembimbing: 1. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., Il. Prof. Dr. Shinta
Dewi Rismawati, S.H., M.H.

Kata Kunci: Wasiat wajibah, Beda agama, Teori Sistem, Jasser Auda

Perbedaan agama dalam keluarga memunculkan permasalahan dalam pembagian
harta waris. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum
peradilan agama tidak mengatur pembagian harta kepada kerabat yang berbeda
agama. Melalui perjalanan yuridis, Mahkamah Agung memutuskan secara
berangsur-angsur dan konsisten bahwa kerabat yang berbeda agama dengan
pewaris yang beragama Islam mendapatkan bagian harta melalui wasiat wajibah,
dan ditetapkan menjadi yurisprudensi. Disisi lain, larangan pemberian waris
kepada kerabat beda agama memiliki landasan yang kuat, sebagaimana terdapat
dalam fikih dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah adalah
pembaruan hukum Islam yang merupakan sebuah subsistem dari sistem hukum
kewarisan. Untuk itu, dibuatlah dua rumusan masalah berupa bagaimana
eksistensi wasiat wajibah di Indonesia, dan bagaimana analisis wasiat wajibah
untuk ahli waris beda agama dalam perspektif Teori Sistem Jasser Auda.
Penelitian ini berbentuk library research dengan pendekatan yuridis-normatif.
Hasil analisis didapatkan bahwa wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama
merupakan subsistem baru yang dipaksakan menjadi bagian dari sistem hukum
kewarisan. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan istilah wasiat yang
diwajibkan, namun pelaksanaannya berbeda dengan wasiat itu sendiri. Untuk
mengetahui lebih dalam, wasiat wajibah perlu dianalisis dari fitur-fitur sistem
sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda, yakni: (1) Fitur watak kognitif; (2)
Fitur kemenyeluruhan; (3) Fitur keterbukaan; (4) Fitur hierarki saling
mempengaruhi; (5) Fitur multi-dimensionalitas; dan (6) Fitur kebermaksudan.
Berdasarkan keenam fitur tersebut, wasiat wajibah sebagai sistem dan sebagai
bagian dari sistem waris, dinilai bertentangan dengan sistem kewarisan, terutama
dalam hal mekanisme pelaksanaan dan dalam hal magasid yang ada di dalamnya,
yaitu nilai keadilan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki hak untuk bebas meyakini dan memeluk agama
atau kepercayaan. Negara menjamin kebebasan seseorang dalam menganut
keyakinan sebagaimana tertulis dalam UUD 1945. Disisi lain, kebebasan
beragama juga berakibat pada adanya ragam agama lebih dari satu agama
dalam sebuah keluarga. Perbedaan agama dalam sebuah keluarga
memunculkan masalah baru, diantaranya adalah berkaitan dengan proses
kewarisan.

Dalam hukum kewarisan, perpindahan harta orang yang meninggal
dapat dilaksanakan diantaranya melalui waris ataupun wasiat. Adanya
perbedaan agama di dalam keluarga menjadikan adanya anggota keluarga
yang terhalang mendapat harta waris. Hal ini sesuai dengan apa yang
disepakati ulama madzhab empat bahwa berbedanya agama antara pemilik
harta dan orang yang mewarisi menjadi penghalang dalam proses
kewarisan. Hal ini didasari oleh Hadis Nabi:

el 580 Y5 580 el &g Y
Sedangkan dalam kondisi orang murtad (laki-laki ataupun perempuan),
maka orang tersebut tidak dapat mewarisi harta dari orang muslim.

(Achmad Jarchosi 2020)



Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan kesamaan agama dalam
hukum waris dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal
171 ayat (b) dan (c) KHI menyebutkan bahwa pemilik harta dan ahli waris
harus beragama Islam. Namun dalam pasal 173 tentang terhalangnya
seseorang menerima harta waris hanya disebutkan tentang faktor
pembunuhan dan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau
lebih banyak. (Riyanto, 2012) Dalam hal ini KHI tidak secara spesifik
menyebutkan apakah perbedaan agama menghalangi pewarisan atau tidak.

Disisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sebuah fatwa
menjelaskan bagaimana perpindahan harta antara orang muslim dan non
muslim. Fatwa Nomor 5/MUNAS VI1/MUI/9/2005 menyatakan bahwa:

a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-
orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim)

b. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat
dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. (Setiawan 2017a)

Selain proses waris dan wasiat, proses perpindahan harta orang yang
meninggal dapat melalui proses wasiat wajibah. Ahmad Rafiq
mengartikulasikan wasiat wajib sebagai keputusan yang dibuat oleh
penguasa atau hakim sebagai pemerintah untuk memaksa atau menentukan
wasiat orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu

dalam situasi tertentu. (Apriyudi 2018)



Wasiat wajibah merupakan pemberian harta pewaris kepada kerabat
dekat yang tidak bisa mendapatkan bagian waris dan tidak mendapatkan
wasiat. Di Indonesia, pada mulanya wasiat wajibah diberikan kepada anak
dan/atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan wasiat. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI yang berbunyi:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai
dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangitua angkat
tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyaknya 1/3 dari harta
wasiat anak angkat.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya.

Dalam perjalanannya, wasiat wajibah kemudian diberikan pula kepada
anak yang berbeda agama dengan orang tuanya, seperti tertuang dalam
Putusan MA Nomor 368/K/AG/1995. Dalam putusan ini yang dimaksud
dengan ahli waris adalah anak dari ahli waris yang berbedasiagama yang
menerima warisan berdasarkan wasiat wajibah. Putusan pemberian bagian
kepada anak yang berbeda agama melalui wasiat wajibah ini diputuskan
kembali oleh Mahkamah Agung dalam putusan No. 51 K/AG/1999.

Pemberian wasiat wajibah kemudian mengalami perkembangan lebih
luas. Selain kepada anak yang berbeda agama, istri yang berlainan agama
dengan pewaris dan sudah selama 18 tahun menemani pewaris, juga

mendapat bagian melalui wasiat wajibah melalui putusan No.



16/K/AG/2010. Putusan serupa juga kembali muncul melalui putusan No.
721/K/AG/2015. Pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama
lalu diikuti oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2014 melalui
putusan No. 0042Pdt.G/2014/PA.Yk, yang kemudian diikuti Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta dan juga Mahkamah Agung pada tingkat kasasi
melalui putusan No. 218/K/AG/2016. (Fauzi 2020)

Mahkamah Agung secara konsisten memutuskan bahwa seseorang
yang berbeda agama dapat menerima bagian harta peninggalan pewaris
yang beragama Islam melalui lembaga wasiat wajibah. Dengan konsistensi
putusan pemberian bagian harta waris untuk ahli waris yang berlainan
agama dengan pewaris, baik di kalangan Pengadilan Agama, Pengadilan
Agama Tinggi, hingga Mahkamah Agung ditingkat kasasi, menjadikan
putusan tersebut dapat disebut sebagai yurisprudensi. (Simanjuntak 2019)

Secara spesifik, pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris yang
berbeda agama tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

1/Yur/Ag/2018, yang berbunyi:

”Pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat
dan orang tua angkat telah diterapkan sejak tahun 1998
hingga setidaknya tahun 2016, yaitu kepada anak dan
istri yang tidak beragama Islam. Dengan telah
konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut
maka telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.”

Pembentukan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung merupakan
langkah besar dalam pembaruan hukum Islam. Pembaruan ini tentu saja

dilandasi dengan ijtihad yang matang dari para hakim. Mahkamah Agung



dalam Yurisprudensi Wasiat wajibah menjelaskan bahwa banyak ulama
telah mengkaji perihal ahli waris non muslim.

Misalnya, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa orang Islam dapat
menerima waris dari orang yang tidak beragama Islam, tetapi tidak benar
sebaliknya. Menurutnya, unsur tolong-menolong adalah inti dari masalah
waris. Dalam hal ini, perbedaan agama tidak mungkin dijadikan "illah".
Ajaran Islam dan orang-orang Islam membantu ahlu al-dzimmah, sehingga
umat Islam dapat menerima waris dari mereka. Sebaliknya, karena mereka
kafir, ahlu al-dzimmah tidak dapat menerima waris dari umat Islam.
(Shalehah 2020)

Selain itu, Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa orang nonmuslim
tidak dapat dikategorikan sebagai kafir harbi jika mereka hidup bersama
secara damai. Pandangan Yusuf Qardhawi tersebut kemudian dijadikan
rujukan dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama
dengan pewaris yang beragama Islam. (al-Qardawi, 2002)

Penulis beranggapan bahwa wasiat wajibah untuk ahli waris beda
agama adalah hal baru dalam hukum Islam, terutama dalam hukum
kewarisan, sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam. Karena wasiat
wajibah adalah bagian dari sistem hukum Islam, maka penulis menilai perlu
menganalisis wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama menggunakan
pendekatan Teori Sistem.

Teori Sistem telah berkembang secara global. Menurut Satjipto

Raharjo, yang mengutip pendapat dari Schore dan Voich, sistem dipahami



sebagai kumpulan komponen yang kompleks dan saling berhubungan.
Contoh dari Teori Sistem, seperti Teori Analogi Organis, Teori Analitis
Mekanis. Niklas Luhman bahkan terkenal dengan konsep Autopoietic, yang
menjelaskan tentang perbedaan antara sistem-sistem sel biologis dan
masyarakat global. Luhman juga menggunakan istilah Autopoietic untuk
merujuk pada sistem-sistem seperti ekonomi, politik, hukum, ilmu, dan
birokrasi (Raharjo 2006). (HS, 2010).

Disisi lain, seorang pakar hukum Islam bernama Jasser Auda
memperkenalkan Teori Sistem yang digunakan untuk menganalisis hukum
Islam dan tujuan-tujuan hukumssislam (maqgasid al-syari’ah). Penulis
menilai Teori Sistem yang diperkenalkan Jasser Auda perlu digunakan
untuk menganalisis wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda agama,
mengingat wasiat wajibah merupakan pembaruan hukum Islam, sedangkan
pembaruan terhadap hukum Islam tidak serta merta diambil dari keresahan
para ulama dalam melihat kondisi dan kebutuhan umatnya saja, namun
dengan memperhatikan berbagai dalil dan maqgasid al-syari’ah. (Kamal and
Rahmati 2020)

Selain alasan diatas, penulis memiliki beberapa alasain lain mengapa
wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama perlu dikaji menggunakan
pendekatan Teori Sistem Jasser Auda. Alasan tersebut adalah karena ia
merupakan salah seorang tokoh hukum Islam yang berada dalam kurun
zaman yang sama dengan perjalanan panjang dalam pembentukan aturan

pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama. Selain itu, ide-ide



1.2.

sistem Jasser Auda menawarkan perspektif baru dalam filsafat hukum
Islam, yang didasarkan pada sistem berkemaksudan dan membahas masalah
yuridis pada tataran filosofis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ide-ide
komperhensif ini dianggap mampu menjadi pembaharu dalam diskusi usdl
al-figh dan dapat digunakan sebagai alternatif dalam diskusi hukum modern.

Pendekatan sistem filsafat hukum Islam yang dikemukakan Jasser
Auda dinilai mampu memandang dan menganalisis pembentukan dan
pembaruan hukum Islam secara komprehensif dan integratif. Selain itu
Jasser Auda juga mengusung usulan pendekatan maslahat yang lebih
universal. Jasser Auda memandang hukum Islam sebagai sebuah sistem.
Dalam sistem tersebut terkandung subsistem-subsistem yang saling terkait
dan memiliki fitur-fitur sistem. Fitur-fitur ini nantinya akan digunakan
dalam menganalisis sebuah hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyusun sebuah tesis yang diberi
judul “Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Beda Agama dalam Perspektif

Teori Sistem Jasser Auda”.

Identifikasi Masalah
Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah ini, penulis
berusaha untuk mengidentifikasi masalah, yaitu:
a. Munculnya variasi agama dalam sebuah keluarga, yang berakibat pada
masalah pembagian waris
b. Wasiat wajibah berbentuk yurisprudensi sehingga memiliki kedudukan

hukum yang baik



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

c. Prinsip pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama

bertentangan dengan prinsip dalam hukum waris

Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan mendalam, penulis melakukan
pembatasan dalam penelitian ini. Peneliti hanya akan membahas wasiat
wajibah untuk ahli waris beda agama di Indonesia melalui data-data yang
peneliti akses pada kurun waktu tahun 2023. Penelitian ini akan
menggunakan Teori Sistem dalam perspektif Jasser Auda untuk

menganalisis wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama.

Rumusan Masalah
a. Bagaimana eksistensi wasiat wajibah di Indonesia?
b. Bagaimana analisis wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama dalam

perspektif Teori Sistem Jasser Auda?

Tujuan Penelitian
Penulisan penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis wasiat
wajibah untuk ahli waris beda agama dalam perspektif Teori Sistem Jasser

Auda.

Manfaat Penelitian
Penulis membagi ke dalam beberapa poin manfaat penulisan

penelitian, yaitu:



a. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan dan khazanah keilmuan

dibidang hukum kewarisan Islam, terutama tentang pemberian wasiat

wajibah kepada ahli waris beda agama di Indonesia dalam perpektif

Teori Sistem Jasser Auda, sehingga dapat dikembangkan secara teoritis

dalam bingkai akademis.

b. Secara Praktis

1)

2)

3)

Bagi penulis

Penelitian ini menambah kemampuan penulis dalam
menganalisa sebuah masalah, dan menambah luas pengetahuan
penulis dalam hal pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris
yang berbeda agama
Bagi akademisi

Manfaat penelitian bagi kalangan akademisi adalah dapat
menambah khazanah keilmuan baru serta dapat menjadi acuan
dalam penelitian berikutnya.
Bagi para hakim dan praktisi hukum keluarga

Khususnya bagi para hakim dan praktisi hukum keluarga di
Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan acuan dan tambahan
informasi, pertimbangan serta landasan dalam menangani dan
memutuskan perkara wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama,
serta menjadi kontribusi untuk pembaruan hukum tentang wasiat

wajibah.
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4) Bagi masyarakat
Penelitian ini dapat memberikan jawaban kepada masyarakat
bahwa hukum Islam dapat berkembang menyesuaikan dengan
perkembangan jaman, terutama terkait dengan hukum pemberian
wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda agama dengan

pewaris yang beragama Islam.



BAB VI

SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

6.1. Simpulan

Wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama merupakan pembaruan
hukum Islam yang merupakan subsistem dari hukum waris. Wasiat wajibah
merupakan solusi untuk keluarga yang berbeda agama dengan pewaris yang
beragama Islam. Sebagai sebuah sistem, wasiat wajibah beda agama
merupakan subsistem dipaksakan karena wasiat wajibah menggunakan
istilah wasiat yang diwajibkan, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai
dengan perngertian wasiat. Sebagai subsistem dari hukum waris, wasiat
wajibah bertentangan dengan pelarangan menerima waris akibat perbedaan
agama dan dalam magasid keduanya.

Untuk melihat kevalidan wasiat wajibah, dapat dilihat dalam fitur-fitur
sistem wasiat wajibah, yaitu:

a. Watak kognisi, wasiat wajibah merupakan hasil interpretasi dari para
pakar hukum Islam terhadap permasalahan pembagian waris akibat
perbedaan agama. Pembentukan wasiat wajibah bertentangan dengan
aturan bahwa keluarga yang berbeda agama dengan pewaris terhalang
mendapatkan harta waris;

b. Kemenyeluruhan, wasiat wajibah memberikan harta waris kepada
keluarga yang berbeda agama. Wasiat wajibah merupakan sistem baru

yang tidak dilandaskan pada al-Qur’an dan Hadis. Sedangkan wasiat

96
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wajibah merupakan solusi untuk pelarangan menerima waris akibat
berbeda agama, yang mana itu jelas diatur dalam nas. Dalil-dalil yang
digunakan dalam wasiat wajibah merupakan dalil untuk wasiat,
sedangkan wasiat wajibah berbeda dengan wasiat. Dalil-dalil yang
digunakan dalam wasiat wajibah tidak tepat;

Keterbukaan, Wasiat wajibah merupakan wujud nyata toleransi
beragama karena memberikan bagian harta waris kepada keluarga
bahkan yang berbeda agama. Dimunculkannya wasiat wajibah
merupakan hasil dari keterbukaan sistem hukum waris Yyang
memberikan solusi kepada keluarga yang berbeda agama. Wasiat
wajibah digunakan untuk mewadahi orang yang tidak berhak
mendapatkan harta waris untuk bisa mendapatkan bagian yang besarnya
sebagaimana yang diatur dalam nas. Wasiat wajibah muncul melalui
keterbukaan sistem waris tidak dalam mekanisme yang tepat;

. Hierarki saling mempengaruhi, bahwa wasiat wajibah mengusung
magashid yang universal berupa nilai keadilan, yang bertentangan
dengan magasid hifz al-mal dalam tatanan magasid umum. Magasid
dalam tingkatan yang lain ikut terganggu dengan ketidak sesuaian apa
yang terdapat dalam magasid umum;

Multi-dimensionalitas, wasiat wajibah dikaji dalam dimensi sistem
hukum, dimensi peralihan harta, dan dimensi tujuan hukum. Dari ketiga
dimensi tersebut tampak jelas bahwa wasiat wajibah dalam posisi yang

dipaksakan dalam sistem kewarisan. Namun demikian, wasiat wajibah
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menjadi landasan yang bersifat opsional bagi hakim dalam memutus
perkara waris beda agama; dan,

f.  Kebermaksudan, wasiat wajibah beda agama memuat magasid berupa
keadilan yang bersifat universal. Seluruh keluarga berhak mendapat
harta waris baik melalui mekanisme waris maupun wasiat wajibah.
Namun, nilai keadilan pada wasiat wajibah bertentangan dengan
magasid hifz al-mal dan nilai keadilan dalam pelarangan keluarga beda
agama untuk menerima harta waris. Wasiat wajibah telah mendobrak
batas agama dalam keluarga. Wasiat wajibah juga telah mengganggu
keadilan para ahli waris. Dengan adanya wasiat wajibah, seolah-olah
orang yang berbeda agama tidak dilarang untuk menerima waris.

Di Indonesia, wasiat wajibah sudah menjadi yurisprudensi. Meski
telah memiliki kedudukan hukum yang baik, seorang hakim tidak memiliki
keharusan untuk memutus perkara waris beda agama dengan pemberian
wasiat wajibah. Hal ini dikarenakan sistem hukum Indonesia anut tidak
menjadikan yurisprudensi sebagai sumber utama.

6.2. Saran

Penulis menilai penelitian ini memiliki hal-hal yang masih dapat
dikembangkan dalam ranah penelitian. Pembahasan wasiat wajibah untuk
ahli waris beda agama memiliki aspek yang sangat luas, baik dari sisi
pembetukannya, maupun implikasinya. Pembahasan wasiat wajibah untuk
ahli waris beda agama juga masih memungkinkan untuk dikaji lebih dalam

menggunakan berbagai macam pendekatan, baik teori-teori yang berasal
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dari lingkup hukum Islam, maupun teori-teori yang bersumber dari
keilmuan Barat.
Penutup

Rasa terima kasih dan syukur selalu dihaturkan kepada Allah atas
segala rahmat dan inayah-Nya, atas limpahan kekuatan lahir dan batin untuk
menyelesaikan tesis ini. Penulis telah berusaha melakukan yang terbaik dan
menggunakan semua keahliannya. Tesis ini sempurna karena pengetahuan
penulis terbatas. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca memberikan
kritik dan umpan balik untuk tesis ini. Akhir kata, penulis berharap tesis ini

dapat bermanfaat bagi keduanya; penulis dan pembaca secara keseluruhan.
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